BAB |1
KAJIAN TEORI

A. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang
diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai
dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan asli daerah
merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak
daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah
yang dipisahkan, dan pendapatan lain asli daerah yang sah, yang
bertujuan untuk memberikan keleluasaan pada daerah dalam
menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai
perwujudan asas desentralisasi.

Pendapatan asli daerah ( PAD ), yaitu penerimaan yang
diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri
yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

! Marihot Pahala Siahan, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, (Jakarta
: Rajawali Pers, 2013), 13.
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Pendapatan menurut PSAP No 1. tentang penyajian laporan
keuangan mendefinisikan pendapatan adalah semua penerimaan
Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah ekuitas dana
lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang
menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh
pemerntah. Dengan demikian, pendapatan diakui sebagai sumber
penerimaan daerah berdasarkan dua dasar pengakuan yaitu dasar kas
dan atas dasar akrual.”

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber
pendapatan daerah yang cukup potensial apabila dikelola dengan
baik. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak Daerah dan Retribusi
Daerah. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009
tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah, PBB khususnya sektor
pedesaan dan perkotaan serta BPHTB yang selama ini merupakan
pajak pusat, kewenangan pengelolaannya akan diserahkan kepada
daerah. Untuk itu kepada aparat daerah perlu diberi pembekalan

pengetahuan tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tersebut.

2 Abdul Halim dan Syam Kusufi, Teori Konsep dan Aplikasi Akuntasi

Sektor Publik, (Jakarta: Salemba Empat, 2012), 401.

® Darwin, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, (Jakarta : Mitra Wacana

Media, 2010), 1.
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Pendatan daerah menurut permendegri No.21 Tahun 2011
dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, kelompok,
jenis, objek, dan rincian objek pendapatan. Pendapatan daerah yang
dimaksud dikelompokan atas:

a. Pendapatan asli daerah.
b. Dana perimbangan.
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Kelompok pendapatan asli daerah menurut permendagri
No. 21 Tahun 2011 dibagi menurut jenis pendapatanyang terdiri atas
pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah
yang dipisahlan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang dipisahkan
dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas
penyertaan modal pada perusahaan milik daerah,bagian laba atas
penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah,dan bagian
laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau
kelompok usaha masyarakat.* Yang dimaksud dengan pendapatan
Daerah sesuai Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 pasal 1 adalah

hak pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai

* Erlina, dkk, Akuntansi Keuangan Daerah, (Jakarta: Salemba Empat,

2015),111-112.
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kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Sesuai dengan
Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah pasal 6 bahwa
Sumber Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut :
a. Pendapatan Asli Daerah Sendiri yang sah :
b. Pendapatan berasal dari pemberian pemerintah, yang terdiri
dari :
1. Sumbangan dari pemerintah
2. Sumbangan lain yang diatur dengan peraturan perundangan
3. pendapatan lain-lain yang sah
Peningkatan pendapatan daerah bisa dilaksanakan melalui
langkah-langkah sebagai berikut:
a. Intensifikasi, melalui upaya :
1. Pendapatan dan peremajaan objek dan subjek pajak dan
retribusi daerah
2. Mempelajari kembali pajak daerah yang dipangkas guna
mencari kemungkinan untuk dialihkan menjadi retribusi.
3. Mengintensifikasi retribusi daerah yang ada
4. Memperbaiki sarana dan prasarana pungutan yang belum

memadai
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b. Penggalian sumber- sumber penerimaan baru (eksentifikasi)
Penggalian sumber-sumber pendapatan daerah tersebut
harus ditekankan agar tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
Sebab pada dasarnya tujuan meningkatkan pendapatan daerah
melalui upaya eksentifikasi adalah untuk meningkatkan kegiatan
ekonomi masyarakat. Dengan demikian, upaya eksentifikasi lebih
diarahkan kepada upaya untuk mempertahkan potensi daerah
sehingga potensi tersebut dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.
c. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat
Peningkatan pelayanan masyarakat ini merupakan unsur
yang penting bahwa pradigma yang berkembang dalam masyarakat
saat ini adalah bahwa pembayaran pajak dan retribusi sudah
merupakan hak dari para kewajiban masyarakat terhadap Negara.
2. Sumber Pendapatan Asli Daerah
Sumber pendapatan asli daerah terdiri dari:
1) Pajak daerah.
Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang
pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang

seimbang, yang dapat dipisahkan berdasarkan peraturan perundang-
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undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai
penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Pajak daerah, sebagai salah satu pendapatan asli daerah
diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelngaraan
pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan
memeratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demilkian, daerah
mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan
mengurus rumah tangganya sendiri.’

2) Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai
pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus
disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk
kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah,
sebagaimana halnya pajak daerah merupakan salah satu pendapatan
asli daerah, diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan
penyelengaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk

meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan masyarakat.®

> Ahmad Yani, Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Daerah di Indonesia, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), 52-53.

® Ahmad Yani, Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Daerah di Indonesia...63
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3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
merupakan hasil yang diperoleh dari pengelolaan kekayaan yang
terpisah dari pengelolaan APBD. Jika atas pengelolaan tersebut
memperoleh laba, laba tersebut dapat dimasukkan sebagai salah satu
sumber pendapatan asli daerah. Hasil pengelolaan kekayaan daerah
yang dipisahkan ini mencakup:

a) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik
daerah/ Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

b) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik
pemerintah/Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

c) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik
swasta atau kelompok usaha masyarakat.

4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah merupakan
penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah,
retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang
dipisahkan.

Jenis- jenis lain-lain pendapatan daerah yang sah terdiri

dari:
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10.

11.

12.

13.

14.

Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan,

Jasa giro,

Pendapatan bunga,

Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah,

Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai
akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau
jasa oleh daerah,

Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah
terhadap mata uang asing,

Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan,
Pendapatan denda pajak,

Pendapatan denda retribusi,

Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan,

Pendapatan dari pengembalian

Fasilitas sosial dan fasilitas umum,

Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikn dan pelatihan,
dan

Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.’

" Ahmad Yani, Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Daerah di Indonesia...73-74
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Permasalahan yang menyertai kegunaan dalam persiapan
pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia diwarnai adanya keraguan
terhadap kemampuan masing-masing daerah dalam menggali
potensi sumber dana untuk membiayai kegiatannya. Dengan adanya
otonomi daerah, dimana daerah didorong untuk meningkatkan
pendapatan asli daerah. Pemerintah telah menempuh kebijakan
dengan memberi kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk
menggali dana sebagai sumber bagi pembiayaan atas penyediaan
public services kepada masyarakat. Penggalian potensi dana tersebut
antara lain melalui kegiatan pemungutan pajak daerah dan retribusi
daerah.

Hal tersebut tercermin dengan diundangkannya Undang-
undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah yang antara lain memberi kewenangan yang lebih besar
melalui:

1. Perluasan jenis dan cakupan pajak daerah dan retribusi daerah.
2. Pemberian fleksibilitas bagi daerah untuk memungut jenis
pajak daerah dan retribusi daerah.

Peranan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai sumber

pendapatan daerah yang utama disamping dana perimbangan yang
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diperoleh dari hasil eksploitasi sumberdaya alam akan sangat
menentukan kekuatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD). Dalam hubungannya dalam pembiayaan
pemerintah di daerah perlu diketahui sumber pendapatan yang pasti
agar terdapat kepastian pula mengenai pelaksanaan dan
kelangsungan kegiatan pemerintah di derah.
3. Sumber-Sumber Pendapatan Daerah Secara Umum
Secara umum sumber- sumber pendapatan daerah dapat
dibagi atas
a. Alokasi dari pemerintah pusat yang terdiri dari : anggaran
pusat (voters), bantuan pusat (grants), bagi hasi pajak,
pinjaman, dan penyertaan modal.
b. Perpajakan
Dalam hal ini perpajakan, pemerintah daerah dapat
memperoleh pendapatannya dengan tiga cara. Cara pertama
telah dijelaskan diatas yaitu melalui bagi hasil pajak dari
pajak-pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah pusat.
Cara kedua adalah dimana pemetrintah daerah dapat
memungut tambahan pajak berupa opsen (surcharge) di atas

suatu pajak yang di pungut dan dikumpulkan oleh pemerintah.
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Sumber ketiga dari pendapatan pajak adalah pungutan-
pungutan yang dikumpulkan dan ditahan oleh pemerintah
daerah sendiri.
c. Retribusi
Alasan pemungutan retribusi adalah merupakan suatu
pembenaran untuk memungut biaya pelayanan langsung dari
konsumennya,
d. Perusahaan (Badan Usaha)
4. Prinsip Pendapatan Pemerintah Menurut Sistem Ekonomi
Islam
Mengenai  pendapatan Negara, Allah Swt telah
menggariskan secara tegas beberapa sumber primer yang boleh
dipungut oleh Ulil Amri, misalnya : zakat, jizyah, fa’i, gharimah,
kharaj dan wagaf disamping pendapatan lain (sekunder) yang
merupakan ijtihad pada khalifah, berupa sitaan atau denda sebagai
sanksi-sanksi atas pelanggaran hukum, ghulul, sogok, hadiah/hibah,
komisi, uang korupsi dan denda yang harus disetorkan kepada

Negara.?

® Gusfahmi, Pajak Menurut Syariah (Jakarta : PT Raja Grafindo
Persada, 2007), 143.
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Islam telah lengkap dan sempurna, sebagaimana firman-

D55 3}19
“Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu,
dan telah Ku- cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai
islam itu jadi agama bagimu..” (QS Al- Maidah : 3) °
Dengan kesempurnaanya, pemerintahan Negara Islam
seharusnya tidak perlu lagi membuat jenis penerimaan dan
pengeluaran baru setiap tahun, karena bab-bab dan penjelasannya
telah ditetapkan langsung oleh Allah Swt. Hal ini memperlihatkan
bahwa anggaran belanja Negara dan Islam sudah ditentukan (gath’i)
sifatnya. Dalam sistem ekonomi Islam ada beberapa prinsip yang
harus ditaati oleh ulil amri dalam melaksanakan pemungutan
pendapatan Negara, yaitu sebagai berikut :
a. Setiap pendapatan dalm Negara islam harus diperoleh sesuai

dengan hukum syara, dan juga harus di salurkan sesuai dengan

hukum-hukum syara.*°

® TM. Hasby AS-Shiddiqy, dkk, Al-Qur,an dan Terjemahannya,
(Jakarta: KEMENAG RI, 2012), 108.
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Sebagai firman Allah Swt :

“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta
sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathil dan
(Jjanganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim,
supaya kamu dapat memakan sebagian dari hari benda orang
lain itu dengan (berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”.
(QS Al Bagarah :188)"

b. Harus ada pemisah muslim dan non muslim. Islam
membedakan subyek zakat dan pajak muslim dengan non
muslim dan hanya digunakan untuk kepentingan kaum
muslim. Bagi kaum muslim, pembayaran zakat dan pajak akan
bernilai ibadah, sebaliknya bagi non muslim bernilai kehinaan
karena kekafiran mereka.

c. Hanya golongan kaya yang menanggung beban. Sistem zakat

dan pajak harus menjamin bahwa hanya golongan kaya dan

makmur yang mempunyai kelebihan yang memikul beban.

10 Gusfahmi, Pajak Menurut Syariah, (Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada, 2011).

1 TM. Hasby AS-Shiddiqy, dkk, Al-Qur,an dan Terjemahannya,
(Jakarta: KEMENAG RI, 2012),18.
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Yang menjadi perinsip penting disisni adalah bahwa sumber
penerimaan hanya dipungut dari orang kaya saja, sekalipun
dari non-Muslim misalnya jizyah. Jizyah tidak dipungut dari

orang yang betul-betul tak mampu.

. Adanya tuntutan Kemaslahatan umum. Adanya tututan

kemaslahatan umum yang mesti didahulukan untuk mencegah
kemudharatan. Dalam keadaan tertentu (darurat), ulil amri
wajib mengadakan kebutuhan rakyat disaat ada atau tidak
adanya harta. Tanpa dipenuhinya kebutuhan tersebut, besar
kemungkinan akan datang lagi kemudharatan yang lebih

besar.'?

B. Dana Alokasi Umum (DAU)

1. Pengertian Dana Alokasi Umum (DAU)

Menurut peraturan pemerintah No 55 Tahun 2005 tentang

dana perimbangan atau dana alokasi umum, bahwa:

“Dana Alokas Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari

APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar
daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka

pelaksanaan desentralisasi.”

12 Gusfahmi, Pajak Menurut Syariah, 149.
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Dana Alokasi Umum yang dibagikan kepada daerah berasal
dari APBN dengan tujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan
antar daerah dan nilainya minimum 26% dari Anggaran Rutin dalam
APBN. Dari jumlah 26% ini dialokasikan untuk propinsi 10% dan
untuk kabupaten/kota 90%."

Implikasinya, DAU dialokasikan kepada setiap daerah
dalam rangka menjalankan kewenangan pemerintah daerah dalam
memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. DAU yang
merupakan transfer pemerintah pusat kepada daerah yang bersifat
“block grant”. Yang berarti daerah diberi keleluasaan dalam
penggunaannya sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah
dengan tujuan untuk menyeimbangkan kemampuan keuangan antar
daerah.

Kebijakan DAU merupakan instruen penyeimbangan fiscal
antar daerah, sebab tidak semua daerah mempunyai struktur dan
kemampuan fiskal yang sama (horizontal fiscal imbalance).
Berfungsi sebagai faktor pemerataan fiskal antara daerah-daerah
serta memperkecil kesenjangan kemampuan fiskal atau keuangan

antar daerah.

'3 Darwin, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, (Jakarta: Mitra Wacana
Media, 2010), 52.
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Bagi daerah yang relatif minim Sumber Daya Alam (SDA),
DAU merupakan sumber pendapatan penting guna mendukung
operasional pemerintah sehari-hari serta sebagai sumber pembiayaan
pembangunan. Tujuan DAU disamping untung mendukung sumber
penerimaan daerah juga sebagai pemerataan (ekualization)
kemampuan keuangan pemerintah daerah.

Sebagai salah satu kebijakan fiskal dalam konteks Otonomi
Daerah. Penetapan alokasi DAU merupakan suatau kebijakan yang
sangat strategis guna megatasi pemerataan kemampuan keuangan
antar daerah mengingat DAU adalah merupakan komponen terbesar
dalam dana Perimbangan. Besaran DAU setidaknya baru dapat
ditetapkan sebesar 25 persen dari Penerimaan Dalam Negeri (PDN),
besaran ini akan makin meningkat sejalan dengan makin
meningkatnya tugas dan fungsi yang di daerahkan.

Di samping itu, penetapan alokasi DAU dilakukan dengan
menggunakan pendekatan konsep kesenjangan fiskal di mana
kebutuhan DAU suatu daerah ditentukan atas kebutuhan fiskal dan

fotensi fiskal suatu daerah (fiscal gap).*

4 LPEM-FEUI, MPKP-FEUI, Ditjen PKPD-Dep. Keuangan, Dana

Alokasi Umum Konsep, Hambatan, dan Prospek di Era Otonomi Daerah, (Jakarta:
Penerbit Buku Kompas, 2002),1.
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2. Hubungan Antara Dana Alokasi Umum dengan Belanja
Modal

Pemerintah  pusat mengharapkan dengan adanya
desentralisasi fiskal pemerintah daerah lebih mengoptimalkan
kemampuannya dalam mengelola sumber daya yang dimiliki
sehingga tidak hanya mengandalkan DAU. Dengan adanya transfer
DAU dari pemerintah pusat maka daerah bisa lebih fokus untuk
menggunakan PAD yang dimiliki untuk membiayai belanja modal
yang menjunjang tujuan pemerintah yaitu meningkatkan pelayanan

publik.

C. Belanja Modal
1. Pengertian Belanja Modal
Menurut Abdul Halim belanja modal merupakan
pengeluaran manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja
modal dimaksudkan untuk anggaran untuk perolehan aset tetap dan
aset lainnya yang memberikan mendapatkan aset tetap pemerintah
daerah vyaitu peralatan, bangunan, infrastruktur dan harta tetap

lainnya.
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2. Macam-Macam Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk
perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih
dari suatu periode akuntansi. Belanja modal dapat dikategorikan
dalam 6 (enam) kategori utama yaitu :

1) Belanja tanah.

2) Belanja peralatan dan mesin.

3) Belanja modal gedung dan bangunan.

4) Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan.
5) Belanja aset tetap lainnya.

6) Belanja aset lainnya. *

Definisi belanja menurut basis kas adalah semua
pengeluaran oleh bendahara Negara/daerah yang mengurangi ekuitas
dana jangka pendek dalam periode tahun atau bersangkutan yang
tidak akan diperoleh pembayaran nya kembali oleh pemerintah.
Sedangkan menurut basis akural, belanja merupakan kewajiban

pemerintah yang sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.'®

5 Mardiasmo, Analisis Laporan Keuangan Pemerintah dan Daerah,
(‘Yogyakarta: UPP, 2007), 75.

6 Abdul Halim, Akuntansi Keuangan Daerah, (Jakarta : Salemba
Empat, 2007), 101-102.
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Anggaran pendapatan dan belanja daerah pada hakikatnya
merupakan salah satu instrument kebijakan yang dipakai sebagai alat
untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat
di daerah. APBD ditetapkan dengan peraturan daerah. Tahun
anggaran APBD meliputi masa satu tahun.

3. Belanja Modal Menurut Para Ahli

Menurut Saragih tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) dijelaskan bahwa: “Anggaran pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) merupakan suatu gambaran atau tolak ukur
penting keberhasilan suatu daerah di dalam meningkatkan potensi
perekonomian daerah”.

Menurut Halim tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) yaitu:

“Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah
suatu anggaran daerah yang memiliki unsur — unsur sebagai berikut :
rencana kegiatan suatu daerah beserta uraiannya secara rinci, adanya
sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi
biaya — biaya sehubungan dengan aktifitas — aktifitas tersebut, dan
adanya biaya — biaya yang merupakan batas maksimal pengeluaran —

pengeluaran yang akan dilaksanakan, jenis kegiatan dan proyek yang
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dituangkan dalam bentuk angka, periode anggaran, yaitu biasanya

satu tahun”.Y’

. Kerangka Pemikiran

PAD merupakan sumber yang paling penting dalam urusan
pemerintahan dan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat
daerah tersebut. Karena PAD merupakan sumber yang memiliki arti
penting, yakni mencerminkan kemandirian daerah tersebut.
Pendapatan suatu daerah berasal dari beberapa sektor ekonomi, salah
satu nya yaitu belanja modal.

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber
dari pendapatan anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN)
yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan
antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka
pelaksanaan desentralisasi.

Implikasinya, DAU dialokasikan kepada setiap daerah
dalam rangka menjalankan kewenangan pemerintah daerah dalam
memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. DAU yang

merupakan transfer pemerintah pusat kepada daerah bersifat “block

" Fitria Megawati Sularno, “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi,

Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian
Anggaran Belanja Modal”, (Bandung : Universitas Widyatma, 2013).
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granet”. Yang berarti daerah diberi kekuasaan dalam penggunaanya
sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah dengan tujuan untuk
menyeimbangkan kemampuan keuangan antar daerah.

Belanja Modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam
rangka pembentukan modal yang sifatmya menambah aset
tetap/investasi yang memberikan manfaat lebih satu periode
akuntansi, termasuk didalamnya dalah pengeluaran untuk biaya
pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa
manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.

Belanja modal pada umumnya dialokasikan untuk
perolehan aset tetap yang dapat digunakan sebagai sarana
pembangunan daerah. Dengan perkembang pesatnya pembangunan
diharapkan terjadi peningkatan kemandirian daerah dalam
membiayai kegiatannya terutama dalam hal keuangan. Untuk dapat
mengetahui terjadinya peningkatan kemandirian daerah, pendapatan
asli daerah bisa dijadikan sebagai tolak ukurnya karena PAD ini
sendiri merupakan komponen yang penting yang mencerminkan

bagaimana sebuah daerah dapat mendanai sendiri kegiatannya
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melalui komponen pendapatan yang murni dihasilkan melalui
daerah.'®

Pendapatan dapat dianggap sebagai produk perusahaan,
artinya sesuatu yang dihasikan oleh potensi jasa (cost) yang dimiliki
oleh perusahaan. Pendapatan dapat diukur dengan jumlah rupiah
aktiva baru yang diterima dari pihak lain. Aktiva baru tersebut
merupakan aktiva penukar yang diterima perusahaan atas
barang/jasa yang dihasilkan atau dijual oleh perusahaan kepada
pihak lain.*

Hubungan antara Pendapatan Asli Daerah dengan Belanja
Modal yaitu daerah yang ditunjang dengan sarana dan prasarana
yang memadai akan berpengaruh pada tingkat produktivitas
masyarakat nya dan akan menarik investor untuk menanamkan
modalnya pada daerah tersebut yang pada akhirnya akan menambah
pendapatan asli daerah. Peningkatan PAD diharapkan mampu
memberikan efek yang signifikan terhadap pengalokasian anggaran

belanja modal oleh pemerintah.

8 Fitria Megawati Sularno, “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi,

Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian
Anggaran Belanja Modal”, (Bandung : Universitas Widyatma, 2013).

% Imam Ghozali dan Anis Hariri, Teori Akuntansi, (Semarang :

Universitas Diponegoro, 2007), 1.
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Penelitian ini didasarkan pada kerangka berpikir ilmiah

seperti yang tertera dalam skema berikut:

Variabel Independen

Pendapatan Asli Daerah
(PAD) (X1)

Variabel Dependen

Dana Alokasi Umum
(X2)

Belanja Modal (Y1)

\l/

Gambar 2.1

E. Hubungan Antar Variabel

Bahwa pemerintah Daerah dalam upaya membangun

Kenyamanan sarana dan prasarana publik, daerah bisa menggali

potensi yang dimiliki sebagai sumber pendapatan daerah, terutama

dalam menata sarana atau pelayanan publik untuk menarik investor,

sehingga semakin banyak investor yang berinvestasi di daerah

tersebut, maka akan semakin besar pemasukan keuangan daerah atau

Pendapatan Asli Daerah yang masuk. Peningkatan PAD diharapkan

mampu memberikan efek yang signifikan terhadap pengalokasian

anggaran belanja modal oleh pemerintah.
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Tingkat pertumbuhan ekonomi diduga dapat memperkuat
pengaruh PAD pada belanja modal. Semakin tinggi tingkat
pertumbuhan ekonomi suatu daerah akan meningkatkan PAD dan
Belanja Modal. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah yang meningkat
bedampak pada peningkatan pendapatan perkapita penduduk,
sehingga tingkat konsumsi dan produktivitas penduduk semakin
meningkat.

Selain itu, semakin tinggi pendapatan yang diperoleh
masyarakat, maka semakin tinggi pula kemampuan masyarakat
untuk membayar pungutan yang telah ditetapkan oleh pemerintah
daerah. Hal ini akan meningkatkan sumber penerimaan daerah dan
tentu saja akan membuat penerimaan PAD semakin tinggi.
Peningkatan pertumbuhan ekonomi suatu daerah juga mampu
menarik minat investor untuk berinvestasi di daerah sehingga
sumber-sumber PAD terutama yang berasal dari pajak daerah akan
semakin meningkat. PAD yang tinggi selanjutnya akan digunakan
oleh pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan publik yang

memadai sehingga hal ini akan meningkatkan belanja modal.”

20 Jeni, Greg. Anggana L, “ Pertumbuhan Ekonomi sebagai variabel

Pemoderasi Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja
Modal”, (Semarang : Universitas Sikubank Semarang, 2009).
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F. Hubungan Dana Alokasi Umum dengan Alokasi Belanja Modal

Hampir sama dengan PAD, DAU merupakan salah satu
sumber pembiayaan untuk belanja modal guna pengadaan sarana
dan prasarana dalam rangka pemberian pelayanan publik yang baik
dari pemerintah daerah (agen) kepada masyarakat (prinsipal).
Bedanya, kalau PAD berasal dari uang masyarakat sedangkan DAU
berasal dari transfer APBN oleh pemerintah pusat untuk
pemerintahan daerah.

Variabel Independen Variabel Dependen

Pendapatan Asli Daerah

(Y1)

(PAD) (X) \
Belanja Modal

Dana Alokasi Umum
(X2)

Gambar 2.2

G. Penelitian Terdahulu yang Relevan
Penelitian terdahulu ialah beberapa referensi yang
digunakan oleh peneliti agar dapat memeberikan gambaran umum
terkait dengan variabel-variabel yang akan digunakan dalam

penelitian. Adapun peneliti memakai penelitian terdahulu agar dapat
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dijadikan sebagai bahan perbandingan dalam penelitian yang
dilakukan.

Berikut adalah hasil penelitian terdahulu yang telah

dilakukan :
Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu
No Nama Judul Hasil
1 | Puput Pengaruh Dengan hasil penelitian yaitu

Purpitasari | Pendapatan Asli | Penelitian ini bertujuan untuk

Daerah Dan menguji pengaruh Pendapatan
Dana Alokasi Asli Daerah (PAD) dan Dana
Umum Alokasi Umum (DAU) terhadap
Terhadap alokasi Belanja Daerah pada

Alokasi Belanja | Pemerintah Kabupaten/Kota di
Daerah Jawa Timur. Populasi dalam
penelitian ini adalah 38
pemerintah daerah Kabupaten
dan kota di Jawa Timur. Periode
pengamatan sampel yaitu tahun
2009 — 2013 dengan jumlah
populasi sebanyak 76. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa:
1) Pendapatan Asli Daerah

berpengaruh secara signifikan

positif terhadap Belanja Daerah,
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dimana Pendapatan Asli Daerah
yang terdiri dari pajak, retribusi,
perusahaan milik daerah dan lain
— lain pendapatan asli daerah
yang sah, merupakan sumber
pendapatan penting bagi sebuah
daerah dalam memenuhi
belanjanya. 2) Dana Alokasi
Umum berpengaruh signifikan
positif terhadap Belanja Daerah,
dimana Dana Alokasi Umum
merupakan sumber pendapatan
penting bagi sebuah daerah
dalam memenuhi belanjanya
sekaligus dapat menunjukkan
tingkat kemandirin suatu daerah.
3) Pendapatan Asli Daerah mulai
tahun 2009 — 2013 mengalami
peningkatan di Jawa Timur,
sehingga Provinsi Jawa Timur
dapat mencukupi pembangunan
di tiap — tiap daerah tanpa harus
bergantung pada dana yang

bersumber dari

Fitria

Megawati

Pengaruh

pertumbuhan

Dengan hasil penelitian yaitu

Penelitian ini bertujuan untuk
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Sularno

ekonomi,
pendapatan asli
daerah dan dana
alokasi umum
terhadap
pengalokasian
anggaran

belanja modal”.

mengetahui apakah pertumbuhan
ekonomi, Pendapatan Asli
Daerah (PAD) dan Dana Alokasi
Umum (DAU) berpengaruh
secara signifikan terhadap
Belanja Modal pada Kabupaten
dan kota di provinsi jwa barat.
Metode penelitian yang
digunakan merupakan metode
deskriptif dengan dengan
menggunakan data sekunder
yang didapatkan dari Badan
Pusat Statistik Jawa Barat.
Metode pengumpulan data yang
digunakan adalah dokumentasi
dan studi kepustakaan dengan
pendekatan kuantitatif. Analisis
dalam peenelitian ini
menggunakan anlisis regrensi
linier berganda. Setelah data
dikumpulkan, data dianalisis
menggunakan program SPSS
untuk menguji pertumbuhan
ekonomi, Pendapatan Asli
Daerah (PAD) dan Dana Alokasi
Umum (DAU) berpengaruh
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secara signifikan terhadap
Belanja Modal baik secara parsial
dengan uji T dan simultan
dengan uji F. hasil dari penilitian
ini menunjukan bahwa variabel
PDRB memiliki t hitung sebesar
6,045 dengan nilai signifikan
sebesar 0,000, di mana nilia sig
dibawah 0,5, sehingga variabel
PDRB berpengaruh secara parsial
terhadap belanja modal dan
memiliki koefisien positif
sebesar 2,963. Variabel PAD
memiliki t hitung sebesar 2,996
dengan nilai signifikan sebesar
0,003, dimana nilai sig dibawah
0,05 sehingga variabel PAD
berpengaruh secara parsial

terhadap Belanja Modal.

Dini
Arwatil,
Novita
Hadiati2

Pengaruh
Pertumbuhan
Ekonomi,
Pendapatan Asli
Daerah dan
Dana Alokasi

Umum

Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui pengaruh
Pertumbuhan Ekonomi,
Pendapatan Asli Daerah dan
Dana Alokasi Umum terhadap
Pengalokasian Anggaran Belanja

Modal secara parsial dan




Terhadap simultan pada pemerintah daerah
Pengalokasian kabupaten/kota di Provinsi Jawa
Anggaran Barat selama kurun waktu tahun
Belanja Modal | 2008 sampai dengan tahun 2010.
pada Pemerintah | Metode penelitian yang

Daerah digunakan yaitu metode deskripsi
Kabupaten/Kota | dengan menggunakan data

di Provinsi Jawa | sekunder yang diperoleh dari
Barat Badan Pusat Statistik Provinsi
Jawa Barat. Metode
pengumpulan data yang
digunakan adalah Dokumentasi
dan studi Kepustakaan dengan
pendekatan kuantitatif. Analisis
penelitian ini yaitu analisis
regresi linier berganda dengan
menggunakan program SPSS
untuk menguji pegaruh
Petumbuhan Ekonomi,
Pendapatan Asli Daerah dan
Dana Alokasi Umum terhadap
pengalokasian anggaran belanja
modal secara parsial (uji t) dan
secara simultan (Uji F). Hasil
penelitian menunjukan bahwa

secara parsial Pendapatan Asli
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Daerah yang berpengaruh
signifikan terhadap
pengalokasian anggaran belanja
modal, sedangkan Pertumbuhan
Ekonomi dan Dana Alokasi
Umum tidak berpengaruh
signifikan terhadap pegalokasian
anggaran belanja modal. Secara
simultan Petumbuhan Ekonomi,
Pendapatan Asli Daerah dan
Dana Alokasi Umum
berpengaruh terhadap
pengalokasian anggaran belanja

modal.

H. Hipotesis

Hipotesis adalah keterangan sementara dari hubungan

fenomena-fenomena yang komplek. Dikatakan sementara, karena

jawaban-jawaban yang diberikan berdasarkan pada fakta-fakta yang

diperoleh melalui pengumpulan data. Hipotesis juga dapat berupa

data pernyataan yang menggambarkan atau memprediksi hubungan-

hubungan tertentu diantara dua variabel atau lebih, yang kebenaran
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hubungan tersebut tunduk pada peluang untuk menyimpang dari
kebenaran.”*

Dalam penelitian ini terdapat tiga variabel, yakni
Pendapatan Asli Daerah (X1), Dana Alokasi Umum (X2) dan
Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Y). Penulis menduga
bahwa adanya pengaruh Pendapatan Asli Daerah (X1) terhadap
Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Y). Maka dapat
dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

Ha' : Diduga terdapat pengaruh positif antara pendapatan
asli daerah terhadap pengalokasian anggaran belanja modal.

Selain itu penulis pun menduga tedapat pengaruh antara
Dana Alokasi Umum (X2) Terhadap pengalokasian anggaran
belanja modal (Y), maka dapat dirumuskan dalam hipotesis di
bawah ini :

Ha® : Diduga terdapat pengaruh positif antara dana alokasi
umum terhadap pengalokasian anggaran belanja modal.

Pengaruh antara Pendapatan Asli Daerah (X1) dan Dana
Alokasi Umum (X2) terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja

Modal (Y), hipotesis yang digunakan penulis adalah:

2L Anwar Sanusi, Metodologi Penelitian Bisnis, (Jakarta : Salemba

Empat, 2014), 44.
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Ho® : Diduga terdapat pengaruh positif antara pendapatan
asli daerah dan dana alokasi umum terhadap pengalokasian anggaran

belanja modal.



